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ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Melayu Kota Piring atas nama MAS FURQON, S.Sos, maka perlu
memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan
penggantinya;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-UU 10 Tahun 2016 serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat
1 dan Pasal 55 PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK,
PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017, pengangkatan dan pemberhentian
Anggota PPS ditetapkan oleh KPU sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN Rl Tahun
2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN Rl Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
LN RI Nomor 4237); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Rl
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN Rl Nomor 4286); UU Nomor 01 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (LN Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN Rl
Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (LN Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN RI Nomor 4400); UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan LN Rl Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun
2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU Nomor 01
Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun
2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN Rl Nomor 5678); Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 51 Tahun 2015; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU,



CATATAN :

KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja
PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor
43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/lasa dan
Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimna diubah dengan
Keputusan KPU Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan KPU Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Ketua KPU Kota Tanjungpinang; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota
Tanjungpinang Nomor : 20/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/ X/2017; Keputusan KPU Kota
Tanjungpinang Nomor : 15 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Pedoman
Teknis Tata Kerja KPU Kota Tanjungpinang, PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :
10/HK.03.1Kpt/2172/Kota/11/2018 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MAS FURQON, S.Sos sebagai Anggota PPS
Kelurahan Melayu Kota Piring Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tanjungpinang Tahun 2018 yang diangkat sesuai Surat Keputusan KPU Kota
Tanjungpinang Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X1/2017.

Mengangkat Sdr HABIBUNNAJAR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS
Kelurahan Melayu Kota Piring Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tanjungpinang Tahun 2018.

Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal
24 Februari 2018.



